KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA MANTREN

KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANTREN

. Menimbang a Bahwa scsua dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor
6 Tehun 2014 tentang Desadiscbutkan Dulam rangka pengelolaan
Kewangan Desa, Kepala Desa melimpahkan whagian hewenangan
hepada peranghat [Desa yang ditunjuk.

b Babws sevusi dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dischuthan bubhwa Kepula Desa adalah
pemegang  hokuasaan pengelolaan Keuangan  Desa,  Dulam
mclshsanahan Ackuasaannya, Kepala Dewa menguasakan  sebagian
ek uasaannys hepada peranghat Desa

¢ Hahwa berdasarkan pertimbangan wbagaimana dimaksud pade huref a
dan huruf b perlu & tunjuk Pelaksana Pengelolaan Kevangan Desa
yang ditctaphan dengan Keputusan Kepala Desa

. Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 wentang Desa (Lembaran Negars
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $495)
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Docrab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587),
schagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015




Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036 );

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1100);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

10. Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Magetan TA.
2019

11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Perdes Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Mantren Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan
mi.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4
memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala
Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.




PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN HAGETRH
TAHUN ANGGARAN 2020

JABATAN

PTPKD
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YAYAH ARUM W

Sekretaris Desa

Kaur Keuangan

Koordinator PPKD

Bendahara Desa

APBDesa, dan

. Melakukan verifikasi terhadap bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa

Tugas Bendahara Desa :

Menerima,  menyimpan,  menyetorkan/
membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan
desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.




